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ABSTRAK

Andi Erwin, 2020. Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan lkan (TPI)
Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Sinjai. (Di bimbmng oleh Sudarmi dan Fitriani Sari Handavani Razak)
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manusia plmggawakaml mhmdahdannspdpmlnkuhnl Imdlbukukandan
seringnya punggawa kapal melakukan pembayaran tidak maksimal dan jumlah
yang di tentukan Ketegasan dan pengawasan kurang maksimal hal im di buktikan
tidak adanya aturan vang tegas bagi punggawa kapal vang tidak melakukan
pembayaran sehingga tingkat kecurangan di lakukan oleh punggawa kapal masih
terus berlanjut
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BAB 1
PENDAHULUAN
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antara daerah vang satu dan daerah vang lain berbeda-beda Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah, salah
satu pungutan retribusi daerah adalah retnbusi pajak tempat pelelangan
ikan atau pasar Retribusi pasar im termasuk dalam retnbusi jasa umum
dan retribusi tempat penjualan yang memberikan kontribusi yang cukup
potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan



masyarakat.  Untuk 1tu Pemernintah Daerah harus benar-benar

menggunakan hasil Retribusi Pasar im dengan sebaik-baiknya. (Conge,
2014),

Jumlah penduduk Sinjai yang berprofesi scbagai nelayan pada
tahun 2020 kini telah mencapai sebanyak 9.068 orang, alat tangkap yang
digunakan sebanyak 2793 unit dan perahu' kapal 2.533 unit. Jumiah ni
tentunya memjadi cerminan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu
mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat Sinjai yang dikenal
Bumi Panrita Kitta yang dianggap sebagai sumber utama PAD Sinjai.




Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber
pendapnmndaenhymgditmngkmdﬂamanggamnpendapaundan
belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murmi penerimaan daerah

43.572 ton dalam setahun. Tempat Pelelangan Ikan (TP1) merupakan salah
satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah
satu faktor yang menggerakkan dan menjadi sumber pendapatan daerah
yang besar apabila dikelola dengan baik Tempat pelelangan ikan memiliki
peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan dan perlu dikelola
dengan sebaik-baiknya agar tercapai manfaat secara optimal Tujuan umum
didirikannya tempat pelelangan ikan adalah untuk membantu memasarkan




hasil tangkapan ikan secara cepat untuk menjaga kualitas ikan, serta

membantu nelayan mendapatkan harga ikan yang layak. Selain 1tu, TPI

juga didirikan untuk menaikkan taraf hidup para nelayan serta tujuan

Perda Nomor 8 Tahun 2010 ditetapkan sebesar 3% dan nilai transaksi
lelang. Pungutan lain dalam kegiatan pelelangan ikan ditentukan
berdasarkan pada hasil kesepakatan ( Nelayan dan UPT TPI) dan tidak
boleh lebih dari 3% pungutan lain imlah yang nantinya akan
diperuntukkan untuk biaya operasional TPL




Dan jumlah retribusi yang telah di tetapkan yaitu 3% dan jumlah
hasil lelang tangkapan ikan tetapi hal vang menjadi suatu permasalahan
dalam hal transparansi bahwa masih banyaknya punggawa vang tidak
melakukan pembayaran secaradmaksimal dan jumlah vang telah di
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tentukan serta kurangn

Kabupaten Sinjai maka penelii merumuskan masalah im dengan judul

“Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPl) Lappa Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.




B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diurakan

diatas, maka penulis menguraikan permasalahan yang diangkat, yaitu:

1). Bagaimana Tata Kelola B .:/\-.‘. Pelelangan Tkan (TP1) Lappa
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D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan
penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
Dan segi teoritis:
1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program
Ilmu Pemerintahan (S1) di Umversitas Muhammadiyah Makassar.




2) Diharapkan darn hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis
sebagai bekal dan pengalaman serta bagaimana tata kelola retribusi
tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan pendapatan




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

retribust disetorkan ke Dinas Pasar untuk dimasukkan ke kas daerah dan

apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional
maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.(H, 2005)

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana pengelolaan
retribusi Pasar Johar Semarang, bagaimana pula persepsi pedagang
mengenai pengelolaan tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik
di Pasar Johar serta faktor yang mendukung dan menghambat



pemerintah dalam meningkatkan pelayanan tersebut dan retribusi yang
ada

me pe= \\\‘g‘ho f//

Dimana pengelolaan yang dirumuskan di atas merujuk pada pendapatan
yang bertujuan untuk pelayanan publik, Sedangkan dan penelitian saya
dimana pengelolaan retribusi yang bertujuan peningkatan pendapatan
asli daerah dan pengelolaan retribusi  sesuai dengan prosedur dengan
memanfaatkan inovasi rancangan pemerintah.

3 Peneliian yang dilakukan oleh Ade Nawawi (2018) dengan judul

penelitian “Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Tkan
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di Kabupaten Subang™ Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai
berkut:

a) Standar dan sasaran kebijakan yang masih kurang dipahami oleh
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retribusi tempat pelelangan tkan.

Berdasarklan penelitian terdahulu di atas yang mempunyai keterkaitan
tentang pengelolaan retribusi seperti penelitian yang ingin saya telin™ tata
kelolah retnbusi tempat pelelangan ikan TPl Lappa dalam peningkatan
pendapatan PAD kabupaten sinjai” yang di mana dalam penchitian saya imi
mengemukakan bahwa tentang pengolahan retnibusi agar mampu
meningkatkan PAD kabupaten sinjai.



B. Konsep dan Teori Tata Kelola
1. Tinjauan umum tata kelola

Menurut Rochman (2009:276) Governance adalah mekanisme

" WRKASS, ""o N
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kepemenintahan vang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi
birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai
perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat
yang diembannya.

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata
Kepemerintahan vang Baik-BAPPENAS (2008: 9) pencrapan lata

kepemenintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas




dan penerapan sistem manajemen pemerintahan vang merupakan
rangkaian hasil dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang
dilaksanakan secara profesional dan konsisten Penerapan sistem

konstituen nya, seperti legitimacy, accountability, securing of hman

right, autononmy and devolution of power dan assurance of civilian
control, Kedua, pemenntahan yang berfungs: secara 1deal yaitu secara
efeknif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.
Dalam konteks ini, good governance tergantung pada sejauh mana

struktur serta mekanisme politik dan admimistratif berfungsi secara

efektif dan efisien




Tata kepemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi,
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Menurut Mardiasmo (2004: 18), karaktenistik pelaksanaan lata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) mehputi:

1) Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan
keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan
aspirasinya Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan

herasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
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2) Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan
tanpa pandang buluw
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8) Accountabiliuy. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap

9)  Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat
harus memiliki visi jauh kedepan. (mardiasmo, 2004)
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa (rood

Governance Merupakan tata  pemerintahan  adalah  penyelenggaraan




pemerintah vang baik dan seimbang dengan pengelolaan sumber daya
ckonomi dan sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
kepemerintahan yang baik.

C. Konsep Umum Pendapa

o’

Y
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dacrah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuar dengan
peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah “semua penenmaan daerah yang berasal dan sumber ekonomi
asli daerah” Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli

Daerah adalah pendapatan vang diperoleh daerah dan dipungut
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berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku. Menurut
Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Dacrah merupakan suatu
komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian

\\\\\“ 'I///
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asli daerah adalah penerimaan dan sumber-sumber pajak daerah yang

dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

I. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan

bahwa PAD bersumber dan -

a Pajak Daerah

Menurut

atau fasilitas lainnya yvang menyatu, dikelola dan dimiliki

oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkotaan atau
perkantoran.

2. Pajak Restoran dan Rumah Makan
Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah pajak atas
pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah

tempal menyantap makanan atau minuman yang telah
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disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa
boga atau catering.
3 Pajak Hiburan
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6. Pajak Bahan Galian Golongan C
Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas
kegiatan pengambilan bahan galian golongan c¢ sesuai
peraturan perunding- undangan yang telah berlaku Bahan
galian golongan c terdin atas asbes, batu tulis, batu setengah

permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, phospat, tanah
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hat dan lain-lain.
7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman

Pajak vang dikenakan terhadap pengambilan  dan
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kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dintkmati oleh
orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

¢. Retribusi Perizinan tertentu, adalah retnbusi atas kegiatan




tertentu  pemenntahan daerah dalam rangka pemberan
perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

nd \7’\ ///l’"“\\\\
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bagi  daerah,  schingga dapat  memperkembangkan
perckonomian daerah.
d. Lain -lain Pendapatan yang Sah
Lain —lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk
membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar,
Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dilakukan dengan




melakukan pinjaman kepada pemenntah pusat, pinjaman kepada
pemerintah daerah, pinjaman kepada masyarakat, dan juga
dengan menerbitkan obligasi daerah.
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vang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan |
keschatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

Juga untuk melaksanakan penyelenggarakan pemerintah dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk
melaksanakan  pembangunan Schingga mengurangi  ketergantungan
terhadap pembiaysan dan pusat, schingga meningkatkan otonomi dan




keleluasaan daerah
3. Penggunaan Pendapatan Daerah
Sejalan dengan pelaksanaannya maka kepada dacrah dibenkan

///'mw\\\
\ N\ !_. S

2. meningkatkan terub administrasi pengelolaan aset-aset daerah guna
memberikan kontribusi pendapatan daerah;

3. mencapai keluaran yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan
tujuan, sasaran dan manfaat vang telah ditetapkan. Strategi, dalam
pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui strategi:




4 peningkatan pendapatan daerah yang setiap tahun diharapkan selalu
meningkat, sehingza diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;

b) Penyedian fasilitas
1. sewa tanah bangunan
2. sewa penggunaan workshop
3. sewa balai pertemuan
4. mck
5. persewaan SPDN ( subyek pajak dalam negeri)
2. Alokasi hasil retnibusi
Peraturan daerah kabupaten sinjai tentang pengalokasian PAD nomor 9
tahun 2007 pasal 2 ayat 3 tentang sasaran alokasi




a. peningkatan efektifitas penvelenggaraan pemenntahan desa
b. peningkatan pelaksanaan pembangunan

¢. memngkatnya kualitas pelayanan masyrakat

d. meningkatnya partisipasi dan pe:

Upaya Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)




F. Fokus Penelitian

Tata Kelola Retribusi Pelelangan Tkan (TPI) Lappa Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai dan

2. Transparansi vyaitu Transparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi. Informas: yang berkaitan dengan kepentingan
public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang
membutuhkan.

3. Akuntabilitas yaitu Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap

aktivitas vang dilakukan .
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4. Koordinasi yaitu sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh
faktor menjadi yang sangat penting karena kekacuan koordinasi dapat




METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

2. Tipe Penclitian
Penafsiran makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam
situasi lerfentu menurut perspektif penelin sendin. Penelitan yang
menggunakan penclitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang
diteliti secara mendalam.
membenkan gambaran yang jelas dan yang sebenar- benarnya tentang

objek penelitian, terkait dengan kenyataan yang ada dilapangan sesuai

27




penafsiran tata kelola retribusi pelelangan ikan (TPl) Lappa dalam
peningkatan pendapatan ash daerah (PAD).
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Tabel 3.1
Profil Infoerman Penelitian
No | INFORMAN PERAN USIA | PENDIDIKAN
1. | Drh.Aminuddin | Kepala Dina 42 Tahun S2
Fainuddin., MM
2. | Andi Rasmi, SE \ SI
3. |H C y A
<
4,
5.
6
9 <
penelitian W & 2
)
dan pega -laki, |
punggawa X thak dinas
AWa ‘ >
perikanan dan
Alasan memilih informan yang telah di atas, bahwa informan

tersebut sudah menjawab rumusan masalah pada penelitian ini selain itu
informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pusat
pelelangan ikan seperti petugas UPTD TPI Lappa yang sudah 10 tahun bekerja
dan melayani masyarakat serta pengelola solar kapal vang sudah 15 tahun
sebagai pengelola solar sedangkan punggawa kapal sudah 13 tahun sebagai
punggawa kapal dan melakukan pembongkaran di TP1 Lappa.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan
skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yvakni: Metode Penelitian
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kebijakan dan regulasi atau aturan yang sesvai dengan tata kelola
pengelolaan retribusi pelelangan ikan (TPI) Lappa guna mengetahui
peningkatan pendapatan ash daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.
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F. Teknik Analisis Data

studi kepustakaan perlu dianalisa, analisa bertujuan uniuk memperoleh

LS. T Pqu \'»,p o d
Menyaj} ./?i%\" hb _' HA Mﬁﬂ;‘\. -
ANy ‘ Al : . L & A
\\.f\‘_r“:"? !A(A la A

Moy Y
N\ SO Y
SNl 22

¥
|
\
TE i

- ‘,/;

2. Data reduction (Reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu
perlu dicatat secara teliti dan rinct. Mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.Data vang telah
direduksi akanmemberikan gambaran vang jelas dan mempermudah




peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
bila diperlukan.

3. Penyajian Data

G. Pengabsahan Data
Salah satu cara yvang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil
penelitian adalah dengan melakukan metode triangulasi. Menurut Sugiyono
(2012:127), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber daya vang telah ada Menurut Sugivono ada tiga

macam triangulasi,yaitu




1. Triangulasi sumber
Trangulast sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek
ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan dengan wawancara, observasi. atau teknik lain dalam waktu
atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,
maka dilakukan secara berulang- ulang sehingga  ditemukan
kepastiandatanya.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai
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. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa
8 Kecamatan TelluLimpoe, | kelurahan 10 desa
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa vang merupakan wilayah




Gambar 4.1

Daerah Lokasi Penelitian TPl Lappa
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dalam, hal in1 dikarenakan lokasinya yang tidak berhadapan langsung

Ditinjau  dam  segi keamanan terhadap gelombang pangkalan
pendaratan 1kan (PP1) Lappa sangatlah aman dan tidak memerlukan

pemecah gelombang karena di hindungi oleh Hutan mangrove yang




cukup lebat dan pemukiman nelayan dibagian baratnya. Dan

dermaganya memiliki kolam pelabuhan alami yang cukup luas dan
datam, sehingga kapal bernkuran kecil maupun besar bisa masuk dan




9 = Tangki Air Bersih | 8=PerairanPP




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI
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Tanggal : 29 November 2016
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Penjelasan struktur organisasi:

1). Kepala dinas.
2). Sekertaris membawahi: sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian

1). Pengelolaan sumberdaya kelutan perikanan merupakan proses
pengelolaan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang
terus menerus untuk meningkatkan kesejateraan dan pembudidaya 1kan,

2). Berkelanjutan bahwa kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan

dapat berlangsung terus menerus sebagai basis ekonomi masayarakat



3). Sinjai Sejaterah merupakan tekad dan komitmen Dinas Perikan
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Tabel 4.1

Jumlah Petugas UPTD TPI Lappa
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20. Zulfikar Penagi
21. Ahmad safr bahar Penagi
22. Anf Kebersthan
Hidding
Sumber: Data Kantor 1)
b). Visi dan Misil /
Visi: ¢ A A ”
4 A )
2. n pe
v
3,
| ] N
Misi:
* 0
1 o
]
aktivi
\J
2. Meni _ 3
3.
¢). Tugas Pokok dan Fungsi
l. Tugas Pokok
Tempat pelelangan ikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual
beli ikan hasil tangkapan nelayan
2. Fungsi

Penyediaan tempat pelelangan tkan dengan sarana dan prasarana serta
fasilitas pendukungnya.



Potensi sumber daya yang ada di pelelangan TP] Lappa Kabupaten
Sinjai serta penyesuaian visi dan misi kedepannya akan menunjang
terciptanya pengelolaan  yang berkemajuan serta terciptanya

visi dan misi yang telah




Gambar 4.4
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
PELELANGAN IKAN (TPI) LAPPA

B/t \

ZAMEN
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Sumber: Data Kantor UPTD TPl Lappa

Berdasarkan strukiur di atas pusat pelelangan ikan dipimpin olehkepala
UPTD TPI Lappa dibantu olch bendahara setelah itu pencatat ikan berfungsi
untuk mencatat selurub ikan yang masuk kedalam TPl Lappa sedangkan
jabatan fungsional mengatur jalnnya sistem lelang jual beli tkan yang dibantu
oleh tugas keaman dan penagih retribusi serta admimistrasi berfungsi untuk
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mengatur peralatan dan berks-berkas di UPTD TPI Lappa, petugas kebersihan

berfungs: untuk membersihkan TPI Lappa sebelum dan sesudah digunakan,
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penelitian ini terdin dan 6 orang informan yang diwawancarai diantaranya 2

dari pegawai UPTD TPl lappa, diamaranya 1 wanita dan 1 laki-laki, |

punggawa kapal, | pengelola solar kapal, | adrmmistrasi dan pihak dinas
perikanan dan | Penagih Retribusi

Alasan memilih informan yang telah dipaparkan di atas, bahwa informan
tersebut sudah menjawab rumusan masalah pada penelitian ini selain itu

informan tersecbut memihki pengetahuan dan pengalaman tentang pusat
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pelelangan ikan seperti petugas UPTD TPI Lappa vang sudah 10 tahun bekena
dan melayam1 masyarakat serta pengelola solar kapal yang sudah 15 tahun

sebagai pengelola solar sedangkan punggawa kapal sudah 13 tahun sebagai
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Hal ini menjadi perhatian khusus bagi daerah yang memiliki potensi dalam
sektor ini, potensi kekayaan perikanan ini menjadi salah sumber finansial
bagi daerah dalam meningkatkan pendapat dan asli daerah (PAD) khususnya

Kabupaten Sinjar.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai undang-undang nemor 32

tahun 2014 tentang pemerintah dacrah, maka pemerintah daerah di haruskan
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mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dengan segala potensi yang
dimiliki (sektor perikanan) Kabupaten Sinjai maka hal ini akan memberi
peluang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sinjai.

dalam peningkatan pendapatan ash dacrah (PAD) Kabupaten Sinjai, telah
melakukan tahap- tahap diantaranya adalah :

(1) Transparansi. (2) Partisipasi, (3) Akuntabilitasi. (4) Koordinasi. (5)

Strategi Visi. Hasil pengkajian terhadap kelima hal tersebut sebagai berikut -



1. Transparansi
Transparansi vaitu dibangun atas dasar kebebasan dan kesadaran
mengetahul  dan ketkutsertaan dalam segala sesuatu yang berkait dengan

pengelolaan Tempat F
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pembayaran setiap minggu dan dari pihak nelayan melakukan retribusi
setiap pembongkaran seria retribusi masuk muat mobil angkut ikan daerah
setiap kali masuk melakukan pembelian ikan di TPI Lappa.

Dimana di setnap lokasi reinbusi di tempatkan beberapa jumlah
pengawas pemungutan retnbusi seperti di pintu masuk tempat pelelangan
ikan (TPI) Lappa .di bagian pembongkaran kapal, serta setiap minggunya
disediakan penagih untuk para pengguna gardu jual ikan.




Berdasarkan hasil wawancara salah satu punggawa kapal yaitu HB
terkait dengan transparansi pajak retnbusi kepada pihak Unit pelaksana
teknis daerah (UPTD) selaku pengelola retribusi TPl Lappa di Kabupaten
Sinjai adalah sebagai berikut:

21 T | anels kﬂl’l hasil
Ielang para nelayan dan pmnulungnn retribus: 3% dan hasil jual lelang
, sedangkan untuk para pengguna lapak jual setiap minggunya penagih
kamimndntmgiunmkmdnhﬁmmmhm'thnmnbamnmamg
sah dan UPTD yang sudah ditetapkan 50 nibu setiap minggunya dan
bmynrchﬂnmbammntﬂangkuiﬁm&ﬂﬂqnhppamg
sudah di siapkan petugas dan nota yang sah dan UPTD.." {
wawancara dengan A pada tanggal 25 november 2020 ).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aspek transparansi
pemungutan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Kabupaten Sinjai dapat
dikatakan berjalan dengan baik dimana setiap pembayaran retnibusi pihak




nelayan dan pengguna kios mendapat nota yang sah sesuai retribusi yang
ditetapkan dan disetujui dan pihak terkait.

menyiapkan para petugas penagih di beberapa titik pelelangan untuk
mempermudah proses pemungutan retribusi. Sama halnya wawancara
vang dilakukan oleh punggawa kapal yang beninisial BA yang mengatakan
bahwa:

... selama sayva membongkar kapal di TPI lappa vang lebih dari 10
tahun lamanya saya belum pernah mendapati pungutan liar atau
pemungutan di luar dan pihak UPTD atau mendapat biaya retribusi
di luar dan jumlah yang ditetapkan..."(wawancara dengan BA, 26
November 2020),




51

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dan
segl transparansi retribusi sudah berjalan dimana pengguna TPI Lappa
mendapat bukti pembayaran sah melalw nota dan jumlah yang sudah
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keterlibatan masvarakat dan pthak pemenntah untuk mencapai tujuan
pembangunan dan pengalokasian sumber daya vang ada serta pelaksanaan
secara sukarela dalam program pembangunan. Partisipasi mengacu pada
hubungan kerja sama, tanggung jawab pada tugas masing-masing yang
dimana untuk mencapai hasil dari tujuan yang maksimal.

Sebagaimana diketahui partisipasi berarti peran serta seseorang atau
kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dengan memben
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masukan pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi serta ikut
memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Partisipasi dalam hal ' Tempat Pelelangan Tkan (TPI)
Lappa dalam peni Asli Daerah (PAD) sangat
diperlukan un mencapai hasil yang
maksi ) masing dalam
A <
J A )
pa
9
No N
0
)
\J
1 unit
4
2 Kapal 12 unit
3. | Kapal =30 20 unit
Jumlah armada kapal pembongkaran setiap harinya 94 unit

Sumber : Kepala UPTD Lappa Kabupaten Sinjai
Berdasarkan tabel diatas bahwa partisipasi para nelayan dalam

kapal yang sering melakukan pembongkaran.
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Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh 1A terkait partisipasi
pemungutan retribusi adalah sebagai benkut:

.. kami menyiapkan 2 juru tagil, 4 juru catat, dan 2 juru lelang yang
kmmm?almsumhsanw D ow memenuhi jalannya proses
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juga menyiapkan petugas kebersihan di lokasi pelelangan TPl Lappa,
schagai upaya menjaga kebersihan tempat bongkar muat dan udak
meresahkan para pengunjung pelelangan. Hal ini juga ditegaskan oleh IA
“ _dengan adanya fasilitas kebersihan yang memadai petugas
kebersihan kami tidak kesulitan hal im dikarenakan partisipasi
masyarakat TPI Lappa dalam hal ini para penjual ikan dan nelayan

senantiasa membersihkan tempat jualan ikan dan lokasi tempat
pembongkaran sccara mandin setiap harinya setelah kegiatan




pembongkaran dan penjualan ikan selesai. . (wawancara dengan inisial
LA, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak UPTD

sangat berpartisipasi dan

vl jurutaghdnn_]umcataluntuk
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termasuk proses optimalisasi pengelolaan, adanya sentuhan tangan yang
lebih dari pemerintah seperti bantuan sebagai penunjang dan peningkatan
sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan serta fasilitas-
fasilitas pendukung penjualan ikan dan fasilitas lelang (TPI) Lappa
Kabupaten Sinjai, hal imi ditegaskan oleh kepala dinas perikan dalam
wawancara dengan penulis sebagai berikut:




“ Bentuk untuk mengoptimalisasi pengelolaan dan pemasaran
perikanan ini yaitu pengadaan sarana pemasaran ikan diberikan
kepada masyarakat atau nelayvan dan penjualan berupa sepatu boot,
box ikan, pabrik es, penampungan air bersih serta imbangan 1kan dan
beberapa jaring ikan sebagai janng cadangan kepada nelayan
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solar di pelelangan ikan TP1 vaitu H.Jamal mengatakan bahwa:

*__.saya sebaga pengelolah solar di pelelangan ini hanva menjalankan
tugas jika dani pihak dinas perikanan dan pihak UPTD memerniniahkan
memberikan bantuan solar kepada beberapa punggawa Kapal
sedangkan di pelelangan ini ada beberapa punggawa vang tidak
mendapat bantuan solar terschut "(wawancara dengan imisial HJ 27
November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, menggambarkan bahwa upaya dan



diberikan dalam rangka menunjang dan meningkatkan sarana dan
prasarana nelayan atau punggawa (pemilik kapal) dan para penjual ikan

sehingga dapat berpengaruh dapat berpengaruh dalam kegiatan lelang,

fasilitas penunjang bagi nelayan belum merata disebabkan rendahnya hasil

retribusi sctiap tahunnya dan rendahnya tanf retribusi yang ditetapkan

sehingga pihak dinas perikanan hanya mampu memberikan bantuan

kepada yang membutuhkan, bukan memberikan bantuan ke setiap nelayan
Berdasarkan wawancara dengan pihak unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) dengan inisial IA terkait bantuan bahan bakar scbagai berikut -

L
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“.._kurangnya hasil retribusi bahkan terkadang dalam setahun kami

tidak mencapai target retribusi yang yang telah ditetapkan membuat

kami belum mampu mengadakan bantuan seperti mesin, dan bahan

bakar bahkan jika dalam setahun jika tidak mencapai target yang

ditentukan maka kami harus berusaha meningkatkan hasil retribusi di

tahun selanjutnya guna menutdpi kekurangan tahun sebelumnya.. ™
gal 25 November 2020).
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supaya masyarakat pengguna TPl Lappa terkhususnya punggawa TPI

Lappa membayar secara maksimal retribusi yang ditetapkan agar mampu
meningkatkan pendapatan ashi daerah serta mampu diadakan bantun
seperti mesin dan bahan bakar para nelayan

Pelaksanaan partisipasi pemerintahan sangat diperlukan terutama dari
Dinas Perikanan untuk meninjau, mengontrol dan mengawasi jalanya

retribusi berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi




Tempat Pelelangan lkan semua wajib retribusi dan melakukan pembayaran
secara maksimal seperti hasil wawancara Kepada bendahara UPTD :

“__.kurangnya keterlibatan pemenintah dalam meninjau lokasi tempat
pelelangan 1kan serta melakukan ketegasan terhadap nelayan

dibayar setelah p
dengan inisial
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digunakan udak mengukur jumlah standar yang tetap pemunguian
retribusi, melainkan hanya potongan 3% dan jumlah tangkapan serta
mengeluarkan aturan yang tegas kepada punggawa kapal seperti menahan
izin beroperasi sebelum membayar kekurangan pembayaran retribusi |
maka dari itu penubis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan itu tidak

terlepas dan partisipasi masyarakat atau punggawa kapal, penjual ikan dan
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pemerintah. Tentunya dalam pelaksanaan program kena vang dilakukan
dinas perikanan dan UPTD TPl Lappa untuk mencapai masvarakal atau

nelayan yang sejahtera. Oleh karena itu, partisipasi nelayan merupakan hal
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pembangunan yang sesuai dengan kebijakan, program , tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam pengelolaan retribusi pelelangan ikan di TP1
Lappa kabupaten Sinjai.

Sama halnya vang ada di kabupaten Sinjai, dinas perikanan sebagai
dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan
di kabupaten Sinjai imi telah bersinergi dengan beberapa elemen. Seperti
yang kita ketahui tempat pelelangan ikan merupakan sektor perikanan



dalam hal peningkatan pendapatan ashi dacrah Hal vang terlihat dengan
pelaksanaan program program yang dicanangkan oleh dinas perikanan di
kabupaten Sinmjai ini tidak bisa berjalan lancar tanpa sinergitas dan
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atau tldak padasenaptahunm " wawancara df.rlgan IA 28
November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa para pihak UPTD

menyetor hasil retribusi sesuai data penagihan hasil retribusi. Lebih lanjut
hal ini ditegaskan salah satu staf UPTD TPI Lappa Kabupaten Sinjai yang
berimisial AR yang menyatakan bahwa:

* . kami menyediakan beberapa nota asli vang sah sebagam bentuk

tanggung jawab kami sebagai pengelolah retribusi tempat pelelangan
TPI Lappa dan mencatat di buku catatan sebagai simpanan data yang

(R
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berkelanjutan serta dalam pengadaan fasilitas adanva bantuan box
ikandan perluasan gardu tempat penjualan disebabkan dari
meningkatnya kapal nelayan yang berlabuh di pelelangan TPI Lappa
... (wawancara dengan AR 27 November 2020)

pelaksanaan kewajiban dari din tkanan yang di mana di limpahkan
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seperti pengadaan mesin pemecah es batu, alat timbang digital serta

gerobak ikan yang mempermudah dalam pembongkaran serta

membayar kewajiban kami sebagai wajib retribusi. .. (wawancara HB

26 November 2020)

Dari wawancara di aas menggambarkan bahwa masyarakat
akuntabilitas atau tanggung jawab masyarakat sebagai pengguna
pelelangan TPI Lappa kabupaten Sinjai yang dimana telah mendapat



UPTD TPI Lappa, nelayan akan sadar tentang tanggung jawab sebagai
wajib retribusi. Akan tetapi kondisi ini tidak disambut merata oleh

masyarakat, banyak sehagian masyarakat tidak sadar akan sebagai wajib
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Smjm menurun atau bahlmn uﬂal: mmcapa: target disebabkan dani
kurangnya tanggung jawab serta kesadaran dari para Punggawa kapal
mengingat bahwa penghasilan retribusi vang tinggi berasal dan pajak
retribusi penggawa kapal yang dimana setiap hannya melakukan
pembongkaran, akan tetapi setiap kali pembayaran hanya membayar
setengah dari jumlah vang kami tetapkan , hal ini selanjutnya akan
dilakukan tindakan ketegasan atau upaya dalam hal ini."(wawancara
dengan inisial AZ pada tanggal 28 November 2020),




Berdasarkan wawancara diatas menggambarkan dalam hal
akuntabilitas atau sikap tanggung jawab yang dimiliki setiap elemen,
programnya sebagai pmge[nlah Kabupaten Sinjai sudah sangat




Tabel 4.4
Pendapatan retribusi pelelangan TPI Lappa kabupaten Sinjai 2018 -2020:
Tahun | Jenis Penerimaan | Target Jumlah Total

2018 | Ret.pembongkaran 600.800.000 | 642.800.000

Ret.penjualan
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penurunan karena kurangnya pembongkaran yang dilakukan serta perilaku
punggawa kapal yang tidak melakukan pembayaran refribusi secara
maksimal.

Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah dinas perikanan Kabupaten

Sinjai untuk lebih tegas dalam dalam melakukan pemungutan retribusi




serta melahirkan inovasi atau aturan tegas dalam pembayaran wajib
retribusi, oleh karena itu akuntabilitas atau tanggung jawab para punggawa
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juga mengaralkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang
selaras sesuai pada tujuan yang sebelumnya di tentukan.

daerah kabupaten Sinjai yang diharapkan mampu berkoordinasi antara
semua elemen yang terlibat dan menjalankan suatu sistem pengelolaan




vang sinkron dan teratur demi mencapai tujuan peningkatan pendapatan
ashi daerah (PAD) kabupaten Sinjai demi kesejahteraan masyarakat tempat

kami dan dina gh pelelangan ikan TPI
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27 November 2020).
Berdasarkan fenomena di atas dapat dilihat bahwa koordinasi yang
ada di pelelangan TPI Lappa kabupaten sinjai antara dinas penikanan dan
pihak UPTD melakukan koordinasi dengan baik sebagai upaya dalam
peningkatan pendapatan asli dacrah dilihat dari upaya menyediakan




pertemuan kepada nelayan sebagai upaya dalam meningkatkan sumber

daya manusia .
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dilaksanakannya pertemuan antara para masyarakat TPl Lappa kabupaten
sinjai dimana masyarakat menuangkan keluh kesah atau keperiuan
keperluan seperti fasilitas fasilitas pendukung dalam pengelolaan TPI
Lappa kabupaten sinjai maka dalam hal ini dinas perikanan dan
masyarakat serta masyarakat melakukan koordinasi dengan batk namun




dalam hal percalisasian fasilitas tidak terjadi koordinasi dengan baik
dimana udak terjadinya pemerataan atau tdak semua nelayan
mendapatkan fasilitas pendukung dan pemerintah.

perikanan dapat berlangsung terus menerus sebagai basis ekonomi
masyarakat sinjai dapat menyesuaikan dalam tuntutan kondisi kedepan
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.




3. Sinjai sejahtera merupakan tekad dan komitmen dinas dan perikanan

kabupaten sinjai dalam menyelenggarakan pembangunan dan
membawa masyarakat sinjai ke arsh peningkatan kesejahteraan,
menyikapi berbagai perubahan lifigkungan internal dan eksternal serta

A\
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pengoptimalan dan pengembangan di sektor perikanan dan pemberdayaan
masvarakat pelelangan TPl lappa kabupaten Sinjai dan dari pada itu
perealisasian visi diatas diperlukan agar apa yang menjadi visi dmas
perikanan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut




kemudian di tegaskan dalam wawancara pihak UPTD sebagai pelaksana

tekmis daerah di pelelangan TPl Lappa Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“...kami terus mmgumbwkm sumber daya perikanan sebagai upaya

pengoptimalan visi dan misi¢ dengan mela.kukan pemberdayaan
terhadap masyarakat mels cgialar uhan perikanan dengan
melakukan keglatan pertern ! 1sya

||||||||||

hﬁmpkﬂ-ﬂ mintuk aangunks i enamp T
dﬂ}umhkan untuk menamplmg has:l ikan agar tdak cepat
(wawancara dengan HB tanggal 28 November 2020)

Dari  pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk
mengoptimalkan visi pemerintah, masyarakat berharap di peradaban
fasilitas-fasilitas pendukung seperti meja permanen dan tempat
penampungan dan penyimpanan ikan dari batu agar ikan tetap awet

sebagai upaya menghindari kerugian yang dihadapi para penjual ikan dan
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nelayan sebagai guna kescjahteraan masyarakat yang berkelanjutan,
Tentunya dalam pelaksanaan visi dan misi yang dilakukan dinas perikanan
bertujuan untuk mencapai masyarakat vang sejahtera dan tentunya
keberhasilan itu tidak terlepas "paai masyarakat yang sangat

\
\
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pengembangan.

Kualitas sumber daya manusia menyangkut berbagai aspek , vaitu
aspek sikap, mental, perilaku, kemampuan. Kesemua aspek ini merupakan
potensi yang masing-masing dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu

sumber daya manusia sangat diperlukan dalam  pengenbangan




pembangunan. Tingginya kualitas sumber daya manusia tidak dapat diukur
dengan angka-angka semata, tetapi dapat juga dilihat dari apa yang

\\\\d‘mu/}/
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pemunigutan retribusi yang berjalan di pelelangan TPI Lappa kabupaten

sinjai masih ada parang nelayan Khususnya punggawa kapal yang
peningkatan pendapatan asli daerah. Hal senada juga dikatakan oleh salah
satu staf UPTD TPI Lappa dalam wawancaranya sebagai berikut:




“...Jika seandainva para punggawa kapal melakukan pembayaran
secara maksimal sesua dengan tanf yang telah ditentukan bisa saja
hasil retribusi dua kali lipat dari target retribusi yang telah ditentukan
i terlihat dan data pencapaian kami, walaupun sikap para punggawa
yang melakukan pembayaran tidak optimal namun terkadang kami
masih mencapai targel , bagaimana jika seandainya para punggawa
kapal melakukan pembayars ara maksimal mungkin saja hasil
retribusi dua kali lipat yangdic 1. (wawancara dengan inisial Al

-
. -

wajib bayar retribusi agar mampu menopang perkembangan dan
peningkatan pembangunan tempat pelelangan ikan yang berkelanjutan.

b. Ketegasan dan pengawasan yang kurang maksimal.
Pengelolaan yang maksimal perlu adanya ketegasan dan pengawasan
yang dilakukan secara optimal dimana hal i dibutubkan agar ndak terjadi




hal yang tidak diinginkan serta terstrukturnya program-program berjalan
sesuai dengan tujuan utama pengelolaan serta adanya ketegasan yang
efeknif yang mampu mengawasi setiap cela dan tindakan yang tidak sejalan
dengan ketentuan dan prosedur. SeSuai dengan wawancara dengan salah

satu punggawa kapal yang brin /\

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kurangnva
ketegasan yang dilakukan oleh dinas perikanan terkait nelayan yang tidak
melakukan pembayaran secara maksimal terkhusus punggawa kapal sperti
pengeluaran aturan baru yang tegas seperti berlakunya sanksi denda bagi
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penangkapan ikan selanjutnya. Selain itu dibutubkan pengawasan

pengawasan terhadap apa vyang dibutuhkan oleh para masyarakat
pendukung, Hal dinyatakan oleh befidahara UPTD yang berinisial IA yang

“\ 3 ' //I/J«Uwa \\\ ' IS/
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A. Simpulan

pelaksanaan proses pembongkaran sebelumnya di berikan pemahaman dan
pembinaan sehingga proses pembongkaran sesuai dengan standar pelaksanaan
(5) Aksi visi (strategic visiom) yaitu penyediaan mesin pengancur es dan
tempat pengeringan ikan serta tempt penataan ikan sebagai bentuk perwujudan

visi TPI Lappa kabupaten sinjai serta mengoptimalkan dan pelayanan publik




yang berkualitas. Hambatan pengelolaan pelelangan ikan TPl Lappa dalam
penmgkatan pendapatan asli daerah yaitu: (1). Kualitas sumber dava manusia
punggawa kapal masih rendah dan aspek perilaku hal ini di buktikan dani

//ﬁ J«q wg \\'\
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2. Dinas perikanan Kabupaten Sinjai diharapkan agar kegiatan penyuluhan
dengan terjun langsung kepada masyarakat agar lebih tahu apa yang
dibutuhkan masyarakat nelayan it bisa terpenuh serta diharapkan agar
penyediaan fasilitas —fasilitas pendukung scperti meja penata ikan
permanen agar mampu mempertahankan kebersihan ikan para pedagang

serta fasilitas penunjang lainya untuk para nelayan agar menarik minat




para nelayan untuk membongkar hasil tangkapan di pelelangan TPI Lappa
Kabupaten Sinjai.
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Kei: wawancarai yang kami diatas adalah ibu A_Kasmi selakn staf UPTD
TP Vappa.

Ket: foto diatas di dokumentasikan pada saat pencatatan jumlah ikan bersama
juru catat atas nama bapak lcca.




Ket: foto distas merupakan proses wawancara dengan stni L/PTD TPI
Lappa dengan ibu A Rasmi

Ket : foto diatas di ambil pada saat wawancara dengan bapak Irsal
ahmad SE sclaku bendahara UPTD TPI Lappa kabupaten sinjai
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Ket: foto dvatas di dokumentasikan pada saat wawancara bersama Bapak
Alfin Nur salah sawu penjual ikan di TPI Lappa kabupaten stjai

Ket: foto diatas dalah profil kantor UPTD TP Lappa kabupaten sinjm
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Ket- foto diates &1 dokumentasiken pada saat bongkar muat ikan nelayan di
pelelangan ikan TP! Lappa kabupaten Sinja

Ket- foto diatas di dokumentasikan pada saat wawancara salah satu punggawa
kapal yang bemama H.Basn dan pengelolah solar yvang bemama

H_Jamal.
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